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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 158 TAHUN 1987
NOMOR: 0543b/U/1987

A. Konsonan

.Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

Gengun tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian yang lain lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
‘ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- ba’ b be
() ta’ t te
A sa’ § es (dengan titik di atas)
C jim je
,C' ha’ h ha (dengan titik di bawith)
C kha' kh ka dan ha
3 dal d de
b zal z zet (dengan titik di atas)
& ra’ r er
_) _ zai 'z zet
L)'A sin S es
uié syin sy es dan ye
u_‘_/_-; " sad $ | s (dengan titik di bawah)
U‘b , dad d de (dengan titik di bawah)
_l, . a t te (dengan titik di bawah)
.l'o za 2z zel (dengan titik di bawah)




8 ‘ain ‘o Koma terbalik (diatas)

& gain g ge

) fa f ef

W qaf q ki
_*) kaf k ka

J lam | el

. mim m em

U nun n en

J wau w we

P= ha h ha

& hamzah - apostrof
S ya y ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdin dar vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

L. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin _ Nama
~
fathah a
e kasrah |
s .
—_— dammah u

2. Vokal Rargkan

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf,

Vi

——

transliterasinya berupa gabungan huruf’
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Tanda Nama Huruf Latin Nama
il fathah dan ya ai adani
> 2 | fathah dan wau “au adanu
S
contoh:
\_.:.{ - kataba Qj—«a - saufa

M - fa’ala

C. Maddah

transliterasinya berupa h

uruf dan tanda.

Lj"{ - kaifa

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

Tacda Nama Huruf Latin Nama
/
Lg - \ fathah dan alif a a dan ganis di atas
i 5- atau ya
kasrah dan ya . 1 dan garis di atas
15 7 dammah dan wau u u dan garis di atas

.contoh:

JG -Iqﬁla

L;J - rama

D. Ta Marbutah

(}_,3 -qila
Jj_‘a:p - yaqulu

Transliterasi ‘untuk ta marbutah ada dua :

vl




\. 7u marbutah hidup
Ta murbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah /v.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah /1.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikut oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

contoh:
J\_LLY \ Ao 7, - raudatul atfal atau raudah al-atfal
E_’/}}'}“\-Q"ﬂ )i\ - al-Madinatul Munawwarah atau
al-Madinah al-Murawwarah
E. Syaddah ( Tasydid )
Svaddeh atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda fusydid, dalam
transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

contoh:

Ley 3 - rabbang j\__}\ ezl
J;_, -nazzala Z—/@\ - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ‘J ' . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
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sandang yang diikuti oleh huru( syamsiah dan Kala sandang yang diikuti olch
huruf gamarich.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh hurut syamsiah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diganti dcngﬁn huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan “dan sesuai pula dengan
bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda

hubung (-).
contoh:
J._c‘—-}, \ -ar-rajulu r{&_-aj\ - al-qalamu
é,x;‘_...,.ﬁ | - as-sayyidatu JM | -al-jafalu
G. Hamzah "
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof . Namun, itu hanya berlaku
bagi hamzah ysng terletak di tengah dan di akhir kata. Apabilé terletak di awal

kata, hamzah tidak'dilambangkan karcna dalam tulisan Arab berupa alif.

contoh; -

ﬁé\:_v - syai’un | ijt - umirtu
- . . 4
{1 & - inna U_,? 2 - ta'khutina
H. Penulisan Kata ‘ |
Pada dasarnya sctiap kata, baik fiil (kata kerja), isim maupun harf,

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab



sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain -Karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan-, maka dalam trasliterast ini penulisan Kata tersebut dirangkaikan

juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh: ‘
_/_K_’»-J_{S_S o) Ub - Wa innalliha lahuwa khair ar-raziqin atau
O&S)\ ) Wa innalliha lahuwa khairur-raziqin

J*_‘S\‘) \ UJJ \_, - Fa aufu al-kaila wa al_—m'iz_:ina atau
U\./_&—‘Uj Fa auful- kaila wal-mizana
I. Pemakaian Furuf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan hurut kapital seperti
yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain,
hurui kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan
kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, buken huruf awal kata

sandang.
contoh:
Jj‘“‘:’)ﬁ l_)\‘,_mf’ \-"‘j . - Wa ma Mubammadun illa rasul
L/:':)b é\’_} 430 ) uf‘jk,a_) - Nasrun minallah wa fathun qarib
J. Tajwid :

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu iajwid. Karena itu,
peresmian pedaman wranslitersi inj perlu disertai dengan pedoman taywid. Untuk
maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur’an tahun 198711938
dantahun 198&8/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid al-

Qur’an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin inj
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasang-pasangan salah satu sumnatullah yang berlaku pada semua
makhluk Allah. Khusus pada manusia sebagai makhluk vang paling mulia, Allah
telah menetapkan cara-cara dalam melaksanakan hidup berpasang-pasangan ini.
Cara-cara tersebut dengan seksama telah diatur dalam suatu lembaga yang disebut
dengan perkawinan. Sesuai dengan keberadaan Islam sebagai agama fitrah yang
datang bukan untuk menghilangkan kecenderungan-kecenderungan fitrah manusia,
melainkan untuk membimbing dan mengarahkan sesuai kehendak sang Khaliq.

Perkawinan yang didirikan berdasar azas-azas Islami bertujuan untuk
mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik, juga untuk mendapatkan
kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan. Kebahagiaan dan ketenangan tersebut
bukan terbatas pada ukuran-ukuran fisik-biologis saja, tetapi juga dalam psikologis,
sosial dan agamis.” Kondisi ideal pada diri suami dan isteri merupakan hal yang
tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Tidak menjadi kendala apabila antara suami istert
telah menyetujui dan sepakat untuk bersatu dalam membina sebuah rumah tangga

dengan kesiapan mental dan saling memahami serta berusaha mendapatkannya dalam

DHasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama, Cet .1
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), him. 24.



mengarungi bahtera kehidupan. Tujuan-tujuan perkawinan yang akan dicapai harus
ditunjang dengan taraf kesadaran dan kesabaran yang didukung oleh pengetahuan dan
pengalaman hidup yang cukup.? Islam sangat menyadari bahwa kedamaian dan
ketenteraman hidup serta kasih sayang dalam sebuah keluarga mutlak diperiukan.

Sebagaimana firman Allah:
N Bl 533,320 Ja2 LD Loy @iyrg&%}iéigﬂ
D e

Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh dan suci yang harus dipertahankan
keberadaannya, artinya perkawinan merupakan pengikat antara seorang laki-laki
dengan perempuan untuk hidup dalam satu keluarga yang bahagia dalam lindungan
Allah Subhanahu Wata'ala, dengan tujuan melahirkan keturunan yang sah sebagai
generasi penerus.

Dalam proses terjadinya perkawinan sebagai langkah awal tumbuhnya
institusi keluarga, kondisi-kondisi yang melatarbelakangi tidak berubah, yaitu:
dorongan seksual, adanya keinginan meneruskan keturunan (reproduksi), dan
kebutuhan ekonomi. Kondisi-kondisi ini sifatnya universal dan masih berlaku sampai

saat ini. Sehingga apabila ada salah satu kondisi yang tidak terpenuhi, misalnya isteri

D1bid., him. 25.

) Ar-Rum (30):21.



mengidap penyakit yang mengganggu peranannya sebagai isteri, isteri mandul dan
sebagainya, maka solusinya secara perkawinan adalah dengan poligami.

Poligami sebagai bentuk perkawinan, mendapat legitimasi dalam sistem
perkawinan Islam. Hal ini tidak diragukan lagi karena konsep poligami tertulis dalam

al-Qur’an:

Deerlyyel e #ll o Aol L oSSl
Banyak faktor yang menyebabkan poligami diperbolehkan dalam hukum perkawinan

Islam, baik faktor sosial maupun faktot individual, tergantung dari variabel masalah
manusia dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Faktor individual misalnya
seorang suami yang kuat sahwatnya, seorang isteri yang mengidap kelemahan
seksual. Seorang suami yang ingin memiliki anak (keturunan) , sedang isterinya
mandul atau dalam kasus lain istri cacat, mengidap penyakit yang dapat mengganggu
peranannya sebagai istri.

Tentu masih banyak kondisi lain yang menjadi faktor pendorong seorang laki-
laki boleh berpoligami. Pada kenyataannya faktor-faktor tadi lebih banyak bersifat
kasus, prosentase kejadiannya jarang terjadi atau sangat kecil dibanding keadaan
normal .

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas Monogami, baik

“An-Nisa’ (4):3



k-—-\.

untuk pria maupun untuk wanita.” hanya apabila dikehendaki oleh yang
bersangkutan karena hukum  dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya,
seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.” Undang-undang mengatur bagi
mereka yang ingin melakukan Poligami harus ada alasan-alasan yang bisa diterima
oleh undang-undang antara lain isteri yang tidak dapat memberikan keturunan, atau
isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Selain harus ada alasan yang
diizinkan oleh undang-undang, suami yang akan melakukan poligami harus
memenuhi syarat-syarat yaitu ; adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian
bahwa suami harus mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya,
dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-
anaknya.”

Melihat kenyataan bahwa penyelesaian masalah keluarga dengan melakukan
poligami sulit dilakukan, sehingga ada kecenderungan penyelesaian dengan
melakukan poligami secara diam-diam tanpa diketahui oleh isteri dan anggota
keluarga lainnya. Poligami secara diam-diam dapat saja dilakukan, tanpa memandang

motifasi dan tata cara pelaksanaannya benar atau salah dengan demikian salah satu

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3.
® Undang-undang nomar 1 tahun 1974 pasal 4

"Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 4 dan 5



upaya yang dilakukan pihak suami untuk melaksanakan poligami tanpa persetujuan
dari pihak isteri agar dapat terlepas dari aturan-aturan yang berlaku dilakukan secara
sembunyi-sembunyi atau dengan sikap tidak jujur.

Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai tanggung jawab
melindungi hak setiap warga, baik dalam bidang perdata maupun pidana, dituntut
untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga, hal ini mengandung arti
bahwa siapa saja berhak untuk mendapatkan keadilan tanpa ada diskriminasi. Salah
satu untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah
melalui Peradilan Agama. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor
14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kehakiman, dinyatakan bahwa
masing-masing lembaga peradilan mempunyai wewenang memeriksa, mengadili dan
memutuskan perkara menurut kompetensi absolut dan relatif. o

Peradilan Agama misalnya, berwenang memeriksa, mengadili dan
memutuskan perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam.” Salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama adalah membatalkan
perkawinan poligami yang tidak sehat. sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal 71 (a), bahwa suatu perkawinan poligami dapat dibatalkan

apabila dalam melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

®C.S.T. Kansil, Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK),
(Jakarta: Bina Aksara, 1986).

?Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 49,50.



Poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama merupakan tindakan
melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu puhak (isteri), selain itu juga dapat
mengakibatkan rusaknya keharmonisan rumah tangga, yang tujuan semula dalam
perkawinan membangun rumah tangga untuk menciptakan masyarakat yang tenteram
atas dasar cinta dan kasih sayang, karena kebahagiaan masyarakat dapat dicapai
dengan adanya katenangan dan ketenteraman anggota keluarga.

Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Sleman, pembatalan perkawinan
poligami yang terjadi karena suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan isteri
dan tanpa izin Pengadilan Agama, di samping itu adanya ketidakjujuran dari pihak
suami dalam melakukan poligami. Perkara ini berawal dari adanya gugatan Ny. AS
binti SY sebagai isteri sah dari suami bernama H bin MM. Adapun yang menjadi
tergugat adalah IH (suami) dan EI binti NG sebagai isteri kedua IH. Dalam
gugatannya AS menyatakan bahwa perkawinan suaminya dengan EI telah menyalahi
peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama perkawinan tersebut tidak
diketahuinya. Melalui gugatannya AS memohon kepada Pengadilan Agama Sleman
supaya perkawinan antara IH (suami AS) dengan EI dibatalkan.

Dari fenomena tersebut penyusun bermaksud meneliti dan mengangkat
sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: PEMBATALAN
PERKAWINAN POLIGAMI ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman tahun 1995-
1996). Penyusun memilih Pengadilan Agama Sleman sebagai obyek penelitian karena

Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu Pengadilan Agama berada di



wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengeluarkan putusan pembatalan
perkawinan poligami.

Dalam kaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini akan membahas tentang
pembuktian serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis

Hakim dalam memutus perkara tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah penyusun deskripsikan di
atas, pokok permasalahan yang hendak dijadikan pembahasan dalam skripsi ini

adalah:

1. Bagaimana pembuktian yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim
dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami ?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis

Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

. Untuk menjelaskan dan menganalisis alat bukti yang dijadikan acuan oleh
Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan poligami

yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman.
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2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum
yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan
perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sleman.

Sebagai karya tulis ilmiah, skripsi ini mempunyai beberapa kegunaan, yaitu:

1. Merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan, terutama dalam
usaha mengembangkan pemikiran tentang hukum yang berkaitan dengan masalah
pembatalan perkawinan poligami.

2. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Sleman atau
Pengadilan Agama lainnya pada masa yang akan datang dalam memutus perkara

pembatalan perkawinan poligami.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, banyak literatur yang
membahas tentang poligami, tetapi belum ada yang secara khusus membahas
mengenai pembatalan perkawinan poligami, karena pembatalan perkawinan poligami

hanya dibahas dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum.

Sedangkan dalam penelusuran karya ilmiah yang telah penyusun lakukan,
ada skripsi yang mengangkat tentang bahasan ini, namun obyek penelitian, batasan
waktu kasus yang terjadi dan pembahasan yang dilakukan berbeda. Obyek

penelitian yang ada dilaksanakan di Pengadilan Agama Yogyakasta dan kasus yang



terjadi pada tahun 1991- 1995. Sedang obyek penelitian yang penyusun lakukan di

Pengadilan Agama Sleman dan kasus yang terjadi pada tahun 1995-1996.

Untuk memberikan gambaran dari hasil telaah pustaka yang telah penyusun
pelajari, dapatlah penyusun deskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan pembatalan

perkawinan poligami.

Dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa barang siapa karena
perkawinan dan masih adanya ikatan dengan salah satu kedua belah pihak dan atas
dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang
baru.'” Hal ini dapat diambil suatu pengertian bahwa apabila ada perkawinan yang
tidak ada persetujuan dari salah satu pihak baik isteri maupun suami yang masih ada
ikatan perkawinan maka dapat dibatalkan, termasuk perkawinan poligami yang tidak

ada persetujuan dari isteri yang pertama.

Dalam perjalanan sebuah rumah tangga atau keluarga berbagai usaha telah
dilakukan untuk menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan yang menjadi dambaan
dan harapan dari pasangan suami isteri. Namun tidak jarang kendala dan rintangan

1

senantiasa datang untuk menggagalkannya, minimal menghambat.” Diantara

kendala-kendala yang dapat mengurangi ketenteraman dan kebahagiaan dalam

'“Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 24.

"WHasan Basri, Keluarga sakinah, him. 141.
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kehidupan berumah tangga adalah bila seorang suami melakukan perkawinan lagi

dengan wanita lain tanpa sepengetahuan atau izin isteri pertama.

Pada hakekatnya tujuan perkawinan adalah untuk kebaikan semua pihak, baik
yang bersangkutan maupun keluarganya. Dengan adanya poligami yang tidak sehat,
maka kebahagiaanpun sulit akan diaraihnya melainkan hanyalah penderitaan. Islam
tidak melarang secara mutlak terhadap poligami, juga tidak mempermudah begitu
saja, dengan kata lain bahwa poligami itu sebagai way out (pintu darurat) bagi suami

demi kebahagiaan yang diharapkan.

Dalam ajaran Islam dibenarkan dan diijinkan melakukan poligami seandainya
dengan poligami itu dapat membawa ke arah kebaikan. Namun dalam membolehkan
poligami Islam memberi beberapa persyaratan bagi yang hendak berpoligami.
Tentang persyaratan poligami penyusun kutip dari beberpa pendapat ulama,
diantaranya A/-Jassas berpendapat bahwa siapa saja yang hendak poligami maka
harus mampu berlaku adil baik dalam material maupun imaterial dan batas maksimal

empat isteri.'? Persyaratan poligami ini dalam al-Qur’an dijelaskan:

a6 oy Sy e e Ll e Sl b 18806 2 3 eV s oly
L Uﬁyi&;\gﬁi(.(n@icﬁab_,\s.p-bbgﬁﬂ

' Al-Jassas, Ahkam al-Qur ‘an,(Beirut:Dar al-Kitab al-Islamiah, t.t.), I1:50-55.

) An-Nisa’ (4):3.
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Menurut pendapat A/-Mardgi bahwa kebolehan poligami merupakan
kebolehan yang sangat diperketat, artinya poligami diperbolehkan hanya dalam
keadaan darurat bagi seseorang yang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini 4/-
Maragi memberikan beberapa alasan diperbolehkannya poligami, pertama; karena
isteri mandul. Kedua; apabila suami memiliki kemampuan seks yang sangat tinggi,
sementara isteri kurang mampu mengimbangi sesuai dengan kebutuhan. Ketiga; bila
suami memiliki harta yang banyak dan mampu untuk mebiayai segala kepentingan
keluarga, mulai kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak. Keempat;jumlah
wanita melebihi jumlah pria.'” Sama halnya pendapat Muhammad Abduh yang
dikutip oleh JN.D Anderson dalam bukunya Islamic Law in The Modern World,
bahwa laki-laki yang telah memiliki seorang isteri harus dilarang menikah lagi
dengan wanita lain, jika pengadilan tidak yakin bahwa dia mampu memenuhi syarat-
syarat poligami,”} yang ditetapkan dalam al-Qur’an yaitu adil dalam membagi cinta

dan memenuhi segala kewajiban finansial (biaya hidup).

Meskipun Islam memperbolehkan poligami, akan tetapi tidak begitu saja
melakukan poligami tanpa alasan-alasan yang dapat diterima baik menurut hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Al-Maragi, 7Tafsir Al-Maragi,(MesirMustafa al-Babi al-Halabi,1382/1963),
IV:181-182.

197 N.D Anderson, Islamic Law in The Modern World (Hukum Islam di Dunia
Modern), alih bahasa Machnun Husein, (Surabaya:Amarpress, 1990), him.3.



Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, poligami
merupakan permasalahan tersendiri yang banyak menimbulkan masalah sosial.
Poligami akan dipandang sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
telah berlaku, hal ini diatur dalam pasal 3, 4, 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974,
Pasal 3 ayat (2)menjelaskan, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami
untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak. Dalam pasal
4 ayat (2) dijelaskan Pengadilan akan memberikan izin poligami apabila ; isteri tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau
penyakit tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedang
persyaratan yang harus dipenuhi bagi yang akan melakukan poligami disebutkan
dalam pasal 5 yaitu; adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian
bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup bagi isteri dan anak-anaknya,
adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-
anaknya. Konsekuensi logis dari semua pernyataan ini adalah pelarangan poligami
dalam keadaan normal karena pada azasnya dalam suatu perkawinan adalah

monogami.'s)

Selanjutnya permasalahan tentang pembuktian dan pertimbangan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan kasus pembatalan perkawinan

poligami ini akan diteliti dan dianalisa lebih lanjut pada bab tersendiri.

'"Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 3 ayat 1



E. Kerangka Teoretik
Kerangka teoretik yang dimaksud di sini adalah landasan teori yang akan
dipergunakan penyusun sebagai problem solving tentang pembatalan perkawinan

poligami di Pengadilan Agama Sleman.

Poligami menurut Islam, baik secara teori maupun dalam praktek, bukan
peraturan yang harus dilakukan, melainkan suatu jalan keluar. '"Karena pada
galibnya, Islam hanya mengakui monogami sebagai bentuk perkawinan yang sah, dan
hanya dalam keadaan darurat saja seorang pria dapat memiliki isteri lebih dari
seorang, sedang bagi seorang wanita tidak diperbolehkan memiliki suami lebih dari

seorang.'®

Diputusnya suatu pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Sleman
karena melakukan poligami tidak sehat merupakan suatu putusan yang didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasar pada azas
kemaslahatan. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada
pasal S ayat(1) hurufa., dijelaskan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami

harus ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri, lebih jelas lagi disebutkan dalam

""Maulana Muhammad Ali, The Relegion of Islam, (Islamologi), alth bahasa
HM. Bachrun dan R. Kaelan, cert.3 (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1989),
hlm.525.

®1bid. him. 522.
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Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami
melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.'”

Berdasar pada kemaslahatan, suatu perkawinan poligami yang melanggar
ketentuan-ketentuan hukum dapat dibatalkan, karena mengakibatkan timbulnya suatu
madarat bagi salah satu isteri yang merasa dirugikan, maka pada prinsipnya suatu ke-

madarat-an itu harus dihilangkan sesuai dengan gdidah fighiyyah yang berbunyi:

) J‘}j ),J:S\

Putusan pembatalan perkawinan poligami oleh Pengadilan Agama Sleman
merupakan putusan yang didasarkan atas kemaslahatan, namun tidak menutup
kemungkinan juga ada pihak yang merasa dirugikan. Bila dilihat lebih lanjut pada
prinsip suatu hukum dalam hal ini antara ketentuan hukum yang mencegah dengan
ketentuan hukum yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, lebih

dikedepankan suatu ketentuan yang mencegah, hal ini sesuai dengan gaidah figh:

20 dﬂ\f@gﬁlbé\l\yju 13)

K ompilasi Hukum Islam, pasal 71 huruf a.

MAsjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fighiyah,cet. 1 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1976), hlm. 85.

1bid., him. 29.
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Dilihat pada kenyataannya akan timbul dua ke-mafsadat-an yang saling
bertentangan antara membolehkan poligami yang tidak sehat dengan membatalkan
perkawinan poligami tersebut. Dengan demikian perlu dicermati antara kedua
mafsadat tersebut mana yang lebih ringan mengandung madarat dan mana yang lebih
berat madarat-nya. Dalam hal ini tentu harus dipilih yang lebih ringan madarat-nya

sebagaimana ungkapan kaidah hukum Islam:
2 Ll G0 o bgdas! o) g omain g2, 15 13)

Dalam memeriksa perkara Majelis Hakim perlu meneliti dan menelusuri
secara seksama terhadap bukti yang dijadikan bahan gugatan sehingga Hakim benar-
benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutus perkara Hakim tidak

cukup berdasar persangkaan saja, sebagaimana firman Allah:

L bomes W U sl i b s SEong) byl 01 gl

Ayat tersebut mengandung pengertian dan kaidah bahwa Hakim sebelum
memutus perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita (gugatan) supaya

kebenaran dan kepastian dapat diyakini. Hal ini dipertegas dengan Hadis Nabi:

DIbid., him. 30.

) Al-Hujurat (49): 6
e s |
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Dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan, Hakim dituntut untuk benar-
benar meyakini kebenaran bukti-bukti yang telah diteliti, sehingga bukti tersebut
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini akan memudahkan Majelis
Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menepis hal-hal yang menjadi

keraguan, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam dijelaskan:
3 LAl Jlp¥ ol

Dengan melihat perkara yang ada maka permasalahan yang perlu pembahasan
yang lebih lengkap dan akurat adalah bagaimana menempatkan suatu perkara sesual
kedudukannya dengan memberikan sebuah solusi atau putusan yang tepat dan seadil-
adilnya dengan merujuk dan mendasarkan pada ketentuan Hukum Islam maupun
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasar pada asumsi tersebut, penyusun akan mencoba memecahkan
beberapa persoalan yang terangkum dalam pokok permasalahan sehingga akan

mendapatkan suatu jawaban yang diharapkan.

_ ™ Abi Husain Muslim al-Hajjaj, Sahih Muslim, “Kitab al-Aqdiyyah”, “Bab al-
Yamin ‘ald al-Mudda‘a ‘alaihi”, (Beirut; Dar al-Kutub al-Iimiyyah, t.t), I1: 59, Hadis
Sahih diriwayatkan oleh Muslaim dari Ibn Abbas.

2 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah ..., him. 140.
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F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapal suatu
tujuan tertentu, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan
teknik dan alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah peneliti
memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian serta situasi
penelitian.*”

Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini,
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedang lokasi yang
menjadi obyek penelitian adalah Pengadilan Agama Sleman.
2. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilihat dari tipenya termasuk penelitian deskriptif analitik,
maksudnya selain memberikan gambaran yang cermat mengenai suatu kasus yang
terjadi atau obyek penelitian,m juga diberikan analisis.

3. Sifat Penelitian

)gutrisno Hadi, Metodologi Research, (yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,
1980), him. 36.

DK untjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, cet. 11 (Jakarta:
Gramedia, 1991), him 30.
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Penelitian ini bersifat studi kasus yaitu penyusun membatasi penelitian ini
pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman tentang putusan pembataian
perkawinan poligami yang terjadi tahun 1995-1996.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Yurid:‘;, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan dengan
mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai
alasan pembatalan perkawinan pada khususnya serta tata aturan beracara di
lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Agama.

b. Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada perscalan
ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis,
kaidah Usul serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang diteliti,

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan metode wawancara
(interview) dan dokumentas.

a. Wawancara (interview), yaitu memperoleh data atau keterangan-keterangan
melalui wawancara secara langsuang tanpa panduan wawancara yang khusus
dibuat dengan hakim, Ketua Pengadilan Agama Sleman atau aparat yang

terkait.
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b. Dokumentasi penelusuran dokumen, yaitu cara memperoleh data dengan
menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara pembatalan
perkawinan poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Sleman.

6. Analisis Data
Dalam menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan, digunakan metode
kualitatif dengan pola berpikir:

a. Induksi, yaitu metode untuk menganalisis data-data yang khusus, kemudian
dari fakta khusus tersebut ditarik menjadi suatu kesimpulan umum.

b. Deduksi, vyaitu metode untuk memberikan bukti-bukti berangkat dari
pengetahuan yang bersifat umum, kemudian dari pengetahuan yang umum itu

digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.?®

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih mudah dan terperinci digunakan
sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi; latar belakang masalah,
pokok masalah; tujuan dan kegunaan; telaah pustaka; kerangka teoretik; metode

penelitian dan sistematika pembahasan.

®)Sutrisno Hadi, Metodologi ... , hlm. 42.
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Bab kedua membahas tentang dasar-dasar umum poligami, yang meliputi;
pengertian, azas dan tujuan poligami; kedudukan hukum dan persyaratan poligami,
tata cara pelaksanaan dan pembatalan perkawinan poligami.

Bab tiga menjelaskan tentang praktek pembatalan perkawinan poligami di
Pengadilan Agama Sleman yang mendeskripsikan tentang perkara pembatalan
perkawinan poligami; putusan perkara pembatalkan perkawinan poligami di
Pengadilan Agama Sleman.

Bab empat berisi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman dalam
perkara pembatalan perkawinan poligami yang ditinjau dari segi pembuktian dan
dasar pertimbangan hukum.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang
dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berupa terjemahan,
biografi ulama, biodata penyusun, ijin riset dan surat rekomendasi, dokumentasi, peta

lokasi wilayah penelitian.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penyusun mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan, maka
sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini,
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pithak
isteri dan Pengadilan Agama adalah sah, tetapi perkawinan tersebut merupakan
tindakan yang melanggar hukum, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
Karena itu putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 446/Pdt.G/1995/PA.Smn.,
tentang pembatalan perkawinan poligami merupakan suatu penyelesaian yang
dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang
diajukan oleh pihak Pemohon maupun pihak Termohon.

2. Dalam penyelesaian perkara nomor 446/Pdt.G/1995/PA.Smn. tentang pembatalan
perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sleman. Majelis Hakim telah
mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara
mempertahankan perkawinan poligami yang tidak sehat atau membatalkannya.
Dengan melihat fakta-fakta yang ada dan demi tegaknya keadilan dan
kemaslahatan umum, maka memilih untuk menjatuhkan putusan membatalkan

perkawinan tersebut.

31
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B. Saran-saran

Mengingat dalam kehidupan perkawinan, khususnya perkawinan poligami
yang penuh dengan problematika, maka penyusun menyarankan kepada siapa saja
yang hendak berpoligami terlebih dahulu mempertimbangkan dengan seksama,
sanggupkah untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan apakah memang
memerlukan isteri lagi, sehingga kehendak berpoligami bukanlah semata-semata
karena nafsu belaka, namun ada alasan yang tepat dan sesuai dengan undang-undang.
Hal tersebut untuk menghindari terjadinya pemalsuan surat-surat atau adanya
ketidakjujuran dalam perkawinan.

Kepada aparat Kantor Urusan Agama, dalam membuat catatan akta nikah
hendaknya diteliti dan diproses sebagaimana mestinya agar tidak menimbulkan hal-
hal yang tidak diinginkan.

Dalam memutus perkara, Majelis Hakim hendaknya tetap konsisten
memperhatikan, mempertimbangkan dan mendasarkan putusan kepada peraturan
yang ada, sehingga putusan yang dijatuhkan akan jelas dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah, akhirnya skripsi ini penyusun tutup dengan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan rahamat, hidayah serta inayah-Nya
penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhimya, tiada gading yang tak retak, dan hanya kepada Allah jualah segala

kebenaran itu kembali. Wallahu a ‘lam bi as-sawab.
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